PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

STANDAR PRODUK, PELAKSANAAN PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI

ADMINISTRATIF PADA PENYELENGGARAAN

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR KEBUDAYAAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (7), Pasal
308 huruf c, dan Pasal 465 ayat (2) huruf c Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kebudayaan tentang Standar Produk,
Pelaksanaan Pengawasan, dan Pengenaan Sanksi Administratif
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Subsektor Kebudayaan;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun
2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6994);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5060) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor
98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7115);

5. Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2024 tentang
Kementerian Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);

6. Peraturan Menteri Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1061);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN TENTANG STANDAR
PRODUK, PELAKSANAAN PENGAWASAN, DAN PENGENAAN
SANKSI ADMINISTRATIF PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR
KEBUDAYAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata
sosial dan media komunikasi massa yang dibuat
berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa
suara dan dapat dipertunjukkan.

2. Iklan Film adalah bentuk publikasi dan promosi Film.

3. Perfilman adalah berbagai hal yang berhubungan dengan
Film.

4. Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah
legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk
memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

5. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya
disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang
menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh
dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.

6. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari
suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat
bahaya.

7. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha
yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang
diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang
kegiatan usaha.

8. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan
usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada
bidang tertentu.

9. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB
adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk
melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi
Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
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10. Pengawasan adalah upaya untuk  memastikan
pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar
pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui
pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus
dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

11. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang
selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang
diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.

12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Online Single Submission) yang selanjutnya disebut
Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang
dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk
penyelenggaraan PBBR.

13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:
a. standar produk;
b. pelaksanaan Pengawasan; dan
c. pengenaan sanksi administratif,
dalam penyelenggaraan PBBR subsektor kebudayaan.

BAB II
STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 3
Menteri menetapkan standar produk pada penyelenggaraan
PBBR subsektor kebudayaan.

Pasal 4

PBBR subsektor kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 terdiri atas:

a. PB subsektor kebudayaan meliputi kegiatan usaha
Perfilman;

b. PB UMKU subsektor kebudayaan meliputi penunjang
operasional dan/atau komersial kegiatan usaha, yang
terdiri atas:

1. pemberitahuan pembuatan Film;
2. rekomendasi impor Film; dan
3. tanda lulus sensor.

Pasal 5
Standar produk pada penyelenggaraan PBBR subsektor
kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
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BAB III
PELAKSANAAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6
Pengawasan PBBR dilaksanakan secara terintegrasi
melalui Sistem OSS.
Pengawasan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
terdiri atas:
a. Pengawasan rutin; dan
b. Pengawasan insidental.
Pengawasan PBBR dilakukan atas pelaksanaan
persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.
Pengawasan PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai
tugas dan fungsi di bidang pengembangan, pemanfaatan,
dan pembinaan kebudayaan dan lembaga yang
melakukan penyensoran Film dan Iklan Film.
Kementerian dalam melaksanakan Pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
perangkat kerja Pengawasan melalui Sistem OSS.
Unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan
kebudayaan dalam melakukan Pengawasan bertugas
mengawasi Pelaku Usaha di bidang pembuatan Film dan
distribusi Film, sesuai dengan PB yang sudah dimiliki.
Lembaga yang melakukan penyensoran Film dan Iklan
Film dalam melakukan Pengawasan bertugas melakukan
pemantauan materi yang ditayangkan sesuai dengan Film
dan Iklan Film yang didaftarkan untuk penyensoran.
Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) terdiri dari:
identitas Pelaku Usaha;
surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
surat pemberitahuan inspeksi lapangan;
berita acara pemeriksaan;
profil Pelaku Usaha; dan
perangkat kerja lainnya yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan Pengawasan.
Identitas Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) huruf a memuat data dan informasi berupa:

NN S

fasilitas penanaman modal;
pelaksanaan kemitraan;

laporan Pelaku Usaha;

penilaian kepatuhan Pelaku Usaha;

a. nama penanggung jawab;

b. maksud dan tujuan;

c. pengurus dan/atau pemegang saham;
d. pengesahan akta pendirian dan/atau perubahan;
e. NIB;

f.  kegiatan usaha;

g. persyaratan dasar;

h. PB;

i. PB UMKU;

j-

k.

1.

m.
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n. jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau
komersial;

0. hasil berita acara pemeriksaan;

p. riwayat sanksi; dan/atau

q. data dan informasi lainnya yang diperlukan untuk
mendukung pelaksanaan Pengawasan.

(10) Profil Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf e merupakan hasil penilaian kepatuhan atas
Pengawasan rutin dan/atau Pengawasan insidental.

(11) Sistem OSS melakukan pemutakhiran profil Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (10) setiap dilakukan
Pengawasan rutin dan/atau Pengawasan insidental.

(12) Dalam melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), pengawas berwenang:

a. melakukan pemeriksaan;

b. melakukan pemanggilan;

c. meminta keterangan;

d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat
catatan yang diperlukan;

e. memasuki lokasi usaha;

f. memotret;

g. membuat rekaman audio visual;

h. mengambil sampel,;

i.  memeriksa lahan, bangunan/gedung, mesin dan
peralatan, sarana prasarana pendukung;

j- memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;

k. menghentikan pelanggaran tertentu; dan/atau

1. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Rutin

Pasal 7
Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(2) huruf a, terdiri atas:
a. pemeriksaan laporan Pelaku Usaha; dan/atau
b. inspeksi lapangan rutin.

Paragraf 1
Pemeriksaan Laporan Pelaku Usaha

Pasal 8
(1) Pemeriksaan laporan Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan berdasarkan
laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada
Kementerian yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha
terhadap:
a. kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB,
dan/atau PB UMKU; dan
b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban
penanaman modal.
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Kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau
PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
sebagaimana tercantum dalam:

a. lampiran [ peraturan pemerintah mengenai
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko
meliputi KBLI, ruang lingkup, skala usaha, perizinan
berusaha, persyaratan dan kewajiban; dan/atau

b. lampiran II peraturan pemerintah mengenai
penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis Risiko
meliputi persyaratan, jangka waktu penerbitan,
kewajiban, dan masa berlaku.

Laporan kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB,

dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a disampaikan sesuai norma, standar, prosedur,

dan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian.

Perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban

penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b disampaikan oleh Pelaku Usaha dalam laporan

kegiatan penanaman modal melalui Sistem OSS sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan kegiatan penanaman modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) meliputi:

a. laporan realisasi penanaman modal dan kewajiban

penanaman modal,

b. laporan Pelaku Usaha Indonesia yang telah

menjalankan kegiatan penanaman modal di luar

wilayah Indonesia;

laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan;

laporan kegiatan Pelaku Usaha badan usaha luar

negeri; dan/atau

e. laporan realisasi impor.

P o

Paragraf 2
Inspeksi Lapangan Rutin

Pasal 9
Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf b dilakukan secara terintegrasi dan
terkoordinasi antarKementerian dan pemerintah daerah.
Inspeksi lapangan rutin secara terintegrasi dan
terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui Sistem OSS.
Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui tahap:
a. perencanaan inspeksi lapangan rutin;
b. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;
c. penilaian kepatuhan; dan
d. penetapan tindak lanjut hasil inspeksi lapangan

rutin.

Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan dalam bentuk kunjungan fisik dan/atau
virtual.
Dalam hal lokasi usaha tidak ditemukan, kunjungan fisik
dapat dilakukan ke kantor pusat Pelaku Usaha.
Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan dalam tahun
berjalan.
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Pasal 10

Inspeksi lapangan rutin dilakukan oleh:
a. koordinator inspeksi lapangan rutin; dan
b. pelaksana inspeksi lapangan rutin.
Koordinator inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu kementerian yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan di bidang
investasi dan suburusan pemerintahan hilirisasi yang
merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang
investasi atas pelaksanaan penerbitan PB.

Pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kementerian untuk

persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU.

Tugas pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. mengusulkan kegiatan usaha yang akan dilakukan
inspeksi lapangan rutin untuk 1 (satu) tahun kepada
koordinator;

b. mengusulkan jadwal pelaksanaan yang akan
dilakukan inspeksi lapangan rutin;

c. mengusulkan personil sebagai pelaksana inspeksi
lapangan rutin;

d. melakukan penilaian kepatuhan pemenuhan PB dan
pemenuhan persyaratan dasar PB UMKU; dan

e. menindaklanjuti hasil inspeksi lapangan rutin.

Pasal 11

Perencanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mencakup

penyusunan:

a. daftar Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi
lapangan rutin;

b. jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin;

c. sumber daya manusia pelaksana inspeksi lapangan
rutin;

d. daftar perlengkapan yang akan digunakan;

e. pakaian dinas lapangan dan atribut Pengawasan; dan

f. anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.

Daftar Pelaku Usaha yang akan dilakukan inspeksi

lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a disusun berdasarkan skala prioritas dengan

mempertimbangkan:

a. pemenuhan persyaratan dasar, PB, dan/atau PB
UMKU;

b. nilai rencana penanaman modal;

C nilai realisasi penanaman modal;

d. profil Pelaku Usaha berdasarkan laporan kegiatan
penanaman modal dengan kategori kurang baik atau
tidak baik; dan/atau

e. kriteria prioritas lainnya.

Daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) paling sedikit memuat:

a. nama Pelaku Usaha;

b. nomor kegiatan usaha;

c. KBLI;

d. lokasi proyek (kabupaten/kota);
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rencana penanaman modal;

realisasi penanaman modal;

persyaratan dasar, PB, dan/atau PB UMKU;
pemanfaatan fasilitas, insentif, dan kemudahan
untuk penanaman modal; dan

jangka waktu perkiraan mulai operasional dan/atau
komersial.

Sistem OSS menyampaikan notifikasi daftar Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada
Kementerian.

SR o

e

Pasal 12
Berdasarkan daftar Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (3), Kementerian menentukan Pelaku
Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin dan
jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin melalui
Sistem OSS paling lambat minggu kedua bulan Februari.
Kementerian dapat mengusulkan tambahan daftar Pelaku
Usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan rutin
sesuai kewenangannya pada rencana inspeksi lapangan
rutin melalui Sistem OSS paling lambat minggu ketiga
bulan Februari.
Dalam hal inspeksi lapangan rutin tidak dilaksanakan
sesuai jadwal inspeksi lapangan rutin, Kementerian
memberikan informasi perubahan jadwal inspeksi
lapangan rutin kepada koordinator melalui Sistem OSS.
Perubahan jadwal inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diisi kembali oleh Kementerian
melalui Sistem OSS paling lambat 4 (empat) hari kerja
sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
Kementerian dilarang melakukan inspeksi lapangan rutin
di luar perencanaan inspeksi lapangan rutin.

Pasal 13

Dalam hal inspeksi lapangan rutin memerlukan
kompetensi khusus tertentu, Kementerian dapat bekerja
sama atau menugaskan lembaga yang terakreditasi atau
profesi ahli yang bersertifikat sebagai pelaksana inspeksi
lapangan rutin dan dicantumkan ke dalam daftar usulan
personil pelaksana inspeksi lapangan rutin.

Lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang
bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas yang
diterbitkan melalui Sistem OSS sebelum melaksanakan
kegiatan inspeksi lapangan rutin.

Pasal 14

Sebelum pelaksanaan kegiatan inspeksi lapangan rutin,
koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin wajib
dilengkapi perangkat kerja berupa:
a. surat tugas;
b. surat pemberitahuan inspeksi lapangan;
c. perlengkapan yang akan digunakan untuk

mendukung pelaksanaan inspeksi lapangan;
d. pakaian dinas lapangan dan atribut Pengawasan; dan
e. anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
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Surat tugas dan surat pemberitahuan inspeksi lapangan
rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan
huruf b diterbitkan berdasarkan pengisian data
kelengkapan melalui Sistem OSS.

Dalam hal terdapat perubahan koordinator dan/atau
pelaksana inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), koordinator dan/atau pelaksana
inspeksi lapangan rutin melakukan perubahan nama
koordinator dan/atau pelaksana inspeksi lapangan rutin
pada Sistem OSS paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum
pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.

Terhadap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), Sistem OSS menerbitkan surat tugas dan surat
pemberitahuan pelaksanaan inspeksi lapangan rutin
kepada Pelaku Usaha paling lambat 1 (satu) hari kerja
sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.

Surat tugas dan surat pemberitahuan inspeksi
lapangan dapat diunduh oleh koordinator inspeksi
lapangan rutin, pelaksana inspeksi lapangan rutin, dan
Pelaku Usaha pada Sistem OSS.

Koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin wajib
menggunakan pakaian dinas lapangan dan atribut
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d.

Anggaran pelaksanaan inspeksi lapangan rutin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersumber
pada anggaran Kementerian.

Pasal 15
Pelaksanaan  inspeksi lapangan rutin  meliputi
pemeriksaan:
a. kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB,
dan/atau PB UMKU; dan
b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban
penanaman modal.
Pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara
pemeriksaan melalui Sistem OSS yang memuat:
a. hasil penilaian kepatuhan Pelaku Usaha; dan
b. tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin.
Penilaian kepatuhan Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat indikator:
a. penilaian kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar,
PB, dan/atau PB UMKU; dan
b. penilaian realisasi dan pemenuhan kewajiban
penanaman modal.
Koordinator dan pelaksana inspeksi lapangan rutin
melakukan  pengisian berita acara pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui Sistem OSS
paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pelaksanaan
inspeksi lapangan rutin.
Dalam hal jangka waktu pengisian Berita Acara
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
terlampauli, berita acara pemeriksaan tidak dapat diinput
dalam Sistem OSS dan inspeksi lapangan rutin dianggap
tidak dilaksanakan.
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Pelaku Usaha dapat melihat konsep berita acara
pemeriksaan yang memuat penilaian dari pelaksanaan
inspeksi lapangan rutin dalam Sistem OSS.

Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditandatangani oleh koordinator inspeksi
lapangan rutin, pelaksana inspeksi lapangan rutin, dan
Pelaku Usaha dalam Sistem OSS.

Dalam hal Pelaku Usaha menolak menandatangani berita
acara pemeriksaan, koordinator inspeksi lapangan rutin
mencantumkan alasan penolakan penandatanganan
berita acara pemeriksaan.

Dalam hal inspeksi lapangan rutin tidak dapat
dilaksanakan secara fisik, inspeksi lapangan rutin dapat
dilaksanakan secara virtual.

Berita acara pemeriksaan yang dibuat berdasarkan
kunjungan fisik atau kunjungan virtual memiliki
kedudukan dan fungsi yang sama.

Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) dan ayat (8) dinyatakan sah dengan
ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan rutin.

Pasal 16
Dalam hal ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh
Pelaku Usaha berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin,
Kementerian melakukan penghentian pelanggaran untuk
mencegah dampak yang lebih besar.
Penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 1
(satu) hari kerja setelah penandatanganan berita acara
pemeriksaan.
Dalam melaksanakan penghentian pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kementerian dapat
bekerja sama dengan aparatur penegak hukum.

Pasal 17
Lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang
bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat
(2) melakukan inspeksi lapangan rutin untuk
pemeriksaan kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar,
PB, dan/atau PB UMKU.
Hasil pemeriksaan kepatuhan pemenuhan persyaratan
dasar, PB, dan/atau PB UMKU sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaporkan kepada Kementerian paling
lambat 4 (empat) hari kerja setelah dilakukan inspeksi
lapangan rutin.
Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Kementerian melakukan pengisian berita acara
pemeriksaan pada Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari
kerja sejak diterimanya laporan.
Kementerian melakukan pengisian laporan hasil inspeksi
lapangan rutin dalam Sistem OSS paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak diterimanya laporan dari lembaga yang
terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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Dalam hal ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh
Pelaku Usaha, lembaga yang terakreditasi atau profesi
ahli yang bersertifikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) melaporkan kepada Kementerian dalam jangka
waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak lembaga
yang terakreditasi atau profesi ahli yang bersertifikat
menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaku
Usaha.

Terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5),
Kementerian melakukan tindak lanjut atas pelanggaran
yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Kementerian melakukan penghentian pelanggaran untuk
mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu
paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah menerima laporan
dari lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang
bersertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam melaksanakan penghentian pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kementerian dapat
bekerja sama dengan aparatur penegak hukum.

Pasal 18
Berdasarkan hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan Pasal 17
ayat (2), Sistem OSS melakukan pengolahan data
penilaian kepatuhan Pelaku Usaha guna menentukan
profil Pelaku Usaha dengan kategori:
a. sangat baik, dengan nilai 81-100;
b. baik, dengan nilai 60-80;
c. kurang baik, dengan nilai 40-59; atau
d. tidak baik, dengan nilai 0-39.
Kementerian dan Pelaku Usaha dapat melihat profil pada
Sistem OSS wuntuk menindaklanjuti hasil inspeksi
lapangan rutin.

Pasal 19
Tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dan Pasal 17
ayat (6), meliputi:
a. pembinaan/pendampingan; dan/atau
b. pengenaan sanksi administratif.
Tindak lanjut hasil inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan
kualitas kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB,
dan/atau PB UMKU.
Pembinaan/pendampingan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dapat berupa penyuluhan, pemberian
penjelasan, dan/atau bimbingan teknis.
Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dikenakan kepada Pelaku Usaha
dengan profil Pelaku Usaha kurang baik dan tidak baik.
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Bagian Ketiga
Pengawasan Insidental

Pasal 20

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 ayat (2) huruf b merupakan Pengawasan yang

dilakukan pada waktu tertentu.

Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:

a. adanya pengaduan masyarakat;

b. adanya kebutuhan dari Kementerian;

c. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku
Usaha;

d. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan
tidak sesuai dengan persyaratan dasar, PB dan/atau
PB UMKU; dan/atau

e. Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf a dapat bersumber dari media pengaduan,

media massa, dan/atau media sosial.

Pengawasan insidental dilakukan melalui inspeksi

lapangan insidental.

Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) meliputi:

a. kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, PB,
dan/atau PB UMKU; dan/atau

b. perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban
penanaman modal.

Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih

dahulu kepada Pelaku Usaha.

Pasal 21
Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (4) dapat dilaksanakan secara
terkoordinasi atau mandiri oleh Kementerian.
Ketentuan mengenai:
a. pelaksanaan inspeksi lapangan rutin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) sampai dengan ayat

(11);
b. lembaga yang terakreditasi atau profesi ahli yang
bersertifikat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat (1); dan
c. penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 17 ayat (7),
berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan
inspeksi lapangan insidental.
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(3) Dalam hal pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan
insidental:
a. Pelaku Usaha tidak ditemukan; atau
b. Pelaku Usaha menolak untuk menandatangani berita

acara pemeriksaan,

penandatanganan berita acara pemeriksaan dilakukan
oleh koordinator atau pelaksana inspeksi lapangan
insidental dan dinyatakan sah.

Pasal 22
Ketentuan penilaian kepatuhan inspeksi lapangan rutin
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penilaian kepatuhan inspeksi
lapangan insidental.

BAB IV
SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 23
Setiap Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan usaha
Perfilman wajib memiliki PB UMKU.

Pasal 24

(1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan
ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap
PB dan/atau PB UMKU subsektor kebudayaan, dikenai
sanksi administratif berupa:

teguran tertulis;

denda administratif;

penutupan sementara,

pengenaan daya paksa polisional; dan/atau

pencabutan PB dan/atau PB UMKU.

(2) Pengenaan daya paksa polisional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d diberikan dalam bentuk:

penghentian pembuatan Film;

penghentian pengedaran Film;

penghentian pertunjukan Film;

penghentian penjualan Film; dan/atau

penghentian penyewaan Film.

oo o

P T

Bagian Kedua
Kewenangan Menjatuhkan Sanksi Administratif

Pasal 25
Menteri berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap
pelanggaran penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU
subsektor kebudayaan.
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Bagian Ketiga
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 26
Pelaku Usaha di bidang pembuatan Film yang tidak
memiliki pemberitahuan pembuatan Film sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 1 yang
diterbitkan oleh Kementerian dikenai sanksi
administratif berupa teguran tertulis.
Pelaku usaha di bidang pembuatan Film diberikan jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk
memiliki pemberitahuan pembuatan Film sejak teguran
tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
Dalam hal Pelaku Usaha tidak memiliki pemberitahuan
pembuatan Film selama jangka waktu 14 (empat belas)
hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku
Usaha dikenai sanksi administratif berupa penutupan
sementara selama 7 (tujuh) hari kerja.
Setelah  jangka ~ waktu penutupan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan
Pelaku Usaha di bidang pembuatan Film masih belum
memiliki pemberitahuan pembuatan Film, Pelaku Usaha
dikenai sanksi administratif pengenaan daya paksa
polisional berupa penghentian pembuatan Film.

Pasal 27
Pelaku Usaha di bidang impor Film dan pengedaran Film
yang tidak memiliki rekomendasi impor Film
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 2
dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
Pelaku usaha di bidang impor Film dan pengedaran Film
diberikan jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari
kerja untuk memiliki rekomendasi impor Film sejak
teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima.
Dalam hal Pelaku Usaha di bidang impor Film dan
pengedaran Film tidak memiliki surat rekomendasi impor
Film selama jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha
dikenai sanksi administratif berupa penutupan
sementara selama 7 (tujuh) hari kerja.
Setelah  jangka  waktu penutupan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan
Pelaku Usaha di bidang impor Film dan pengedaran Film
masih belum memiliki rekomendasi impor Film, Pelaku
Usaha dikenai sanksi pengenaan daya paksa polisional
berupa penghentian pengedaran Film.

Pasal 28
Pelaku Usaha di bidang pembuatan Film, pengedaran
Film, dan/atau pertunjukan Film yang tidak memiliki
tanda lulus sensor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
huruf b angka 3 dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis.
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Pelaku usaha di bidang pembuatan Film, pengedaran
Film, dan/atau pertunjukan Film diberikan jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk memiliki tanda
lulus sensor sejak teguran tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterima.

Dalam hal Pelaku Usaha di bidang pembuatan Film,
pengedaran Film, dan/atau pertunjukan Film tidak
memiliki tanda lulus sensor selama jangka waktu 7
(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
Pelaku Usaha dikenai sanksi administratif berupa
penutupan sementara selama 7 (tujuh) hari kerja.
Setelah  jangka ~ waktu penutupan sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan
Pelaku Usaha di bidang pembuatan Film, pengedaran
Film, dan/atau pertunjukan Film masih belum memiliki
surat tanda lulus sensor, Pelaku Usaha dikenai sanksi
pengenaan daya paksa polisional berupa penghentian
pengedaran Film dan pertunjukan Film.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 29

Mekanisme pengenaan sanksi administratif

dilaksanakan dengan ketentuan:

a. kepala unit organisasi yang mempunyai tugas dan
fungsi di bidang pengembangan, pemanfaatan, dan
pembinaan kebudayaan dan ketua lembaga yang
melakukan penyensoran Film dan Iklan Film
melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan PB
UMKU;

b. dalam hal berdasarkan Pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a ditemukan dugaan
pelanggaran PB UMKU, kepala unit organisasi yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang
pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan
kebudayaan dan ketua lembaga yang melakukan
penyensoran Film dan Iklan Film menyampaikan
surat panggilan kepada Pelaku Usaha untuk
dilakukan pemeriksaan;

c. surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam
huruf b paling sedikit memuat:

1. identitas Pelaku Usaha;

2. alasan pemanggilan;

3. tanggal pemeriksaan; dan

4. tanda tangan pejabat yang berwenang,

d. apabila setelah dilakukan pemanggilan
sebagaimana dimaksud dalam huruf b Pelaku Usaha
yang diduga melakukan pelanggaran tidak hadir,
dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7
(tujuh) hari kerja sejak tanggal pemanggilan
pertama;

e. apabila setelah pemanggilan kedua sebagaimana
dimaksud dalam huruf d Pelaku Usaha tidak hadir,
pemeriksaan dilakukan dengan tanpa kehadiran
Pelaku Usaha Perfilman; dan
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f.  berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam huruf e ditemukan
ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB
UMKU, Menteri mengenakan sanksi administratif
kepada Pelaku Usaha sesuai dengan jenis
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26, Pasal 27, dan Pasal 28.

(2) Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 30

(1) Menteri dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b membentuk
tim pemeriksa.

(2) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat ad hoc yang terdiri atas unsur:
a. Inspektorat Jenderal Kementerian,;
b. Sekretariat Jenderal Kementerian,;
c. unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di

bidang pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan

kebudayaan;
d. lembaga yang melakukan penyensoran Film dan Iklan
Film; dan
e. ahli dalam bidang Perfilman.
(3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 31
(1) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
melakukan pemeriksaan terhadap dugaan

ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB UMKU
yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

(2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.
(3) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 32
Dalam melakukan pemeriksaan, tim pemeriksa dapat
memanggil pihak lain yang terkait dengan dugaan
ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB UMKU untuk
dimintai keterangan.

Pasal 33

(1) Tim pemeriksa menyampaikan seluruh hasil
pemeriksaan kepada Menteri dalam bentuk laporan
pelaksanaan pemeriksaan.

(2) Format laporan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
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Pasal 34
Menteri menetapkan sanksi administratif berdasarkan
laporan pelaksanaan pemeriksaan oleh tim pemeriksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan
pelanggaran administratif paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sejak Keputusan Menteri ditetapkan.

Bagian Kelima
Upaya Administratif

Pasal 35
Pelaku Usaha yang dikenai sanksi administratif dapat
mengajukan upaya administratif kepada Menteri.
Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan upaya yang dapat ditempuh oleh Pelaku
Usaha yang tidak puas terhadap sanksi administratif
yang dikenakan oleh Menteri.
Upaya administratif diajukan secara tertulis oleh Pelaku
Usaha kepada Menteri dengan memuat alasan dan bukti
pendukung.
Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
keputusan sanksi administratif diterima oleh Pelaku
Usaha.
Upaya administratif yang diajukan melebihi tenggang
waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat
diterima.
Format permohonan wupaya administratif tercantum
dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

Menteri dalam melakukan pemeriksaan permohonan

upaya administratif membentuk komisi banding.

Komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat ad hoc yang terdiri atas unsur:

a. unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di
bidang pengembangan, pemanfaatan, dan
pembinaan kebudayaan;

b. biro yang menangani hukum pada Kementerian;

c. lembaga yang melakukan penyensoran Film dan
Iklan Film; dan

d. ahli dalam bidang Perfilman.

Ahli dalam bidang Perfilman sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d tidak termasuk dalam anggota tim

pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat

(2) hurufe.

Komisi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
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Pasal 37

Komisi banding bertugas:

a. memeriksa permohonan upaya administratif atas
keberatan terhadap sanksi administratif yang telah
diberikan; dan

b. menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan upaya
administratif kepada Menteri dalam bentuk laporan
pelaksanaan pemeriksaan upaya administratif.

Dalam memeriksa permohonan upaya administratif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, komisi

banding melakukan pemeriksaan terhadap:

a. dokumen hasil Pengawasan;

b. dokumen pemeriksaan;

c. dokumen upaya administratif yang memuat alasan
dan bukti pendukung; dan

d. dokumen lain yang terkait.
Komisi banding melakukan pemeriksaan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7
(tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima.
Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi
materi upaya administratif, permohonan upaya
administratif ditolak.
Apabila pemeriksaan terhadap dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) belum cukup memadai, komisi
banding dapat memanggil pemohon upaya administratif
dan/atau pihak lain yang terkait untuk mendapatkan
informasi tambahan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari
kerja sejak pemeriksaan dokumen selesai.

Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dituangkan dalam berita acara upaya administratif.

Komisi banding mengambil keputusan dalam jangka

waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak

pemeriksaan selesai.

Format laporan pelaksanaan pemeriksaan upaya

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b dan format berita acara sebagaimana dimaksud pada

ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

Pasal 38
Keputusan hasil pemeriksaan upaya administratif
berupa:
a. menguatkan sanksi administratif;
b. meringankan sanksi administratif;
c. memberatkan sanksi administratif; atau
d. membatalkan sanksi administratif.
Keputusan hasil pemeriksaan wupaya administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan
mengikat yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan kepada pemohon upaya administratif paling
lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Keputusan
Menteri ditetapkan.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Januari 2026

MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

%

FADLI ZON

Balai
Sertifikasi
Elektronik

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

21 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR a9

........


https://emedia.dpr.go.id/ebook/dr-h-fadli-zon-s-s-m-sc/
https://emedia.dpr.go.id/ebook/dr-h-fadli-zon-s-s-m-sc/
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PRODUK, PELAKSANAAN
PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SUBSEKTOR KEBUDAYAAN

STANDAR PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO SUBSEKTOR KEBUDAYAAN

A. PEMBERITAHUAN PEMBUATAN FILM

No.

KBLI: 59112 Judul KBLI: Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program

PEMBERITAHUAN PEMBUATAN FILM

Televisi oleh Swasta

Tujuan

melindungi pembuatan Film yang telah dicatat oleh
Menteri agar tidak ada kesamaan judul dan isi
cerita;

mengumumkan secara berkala kepada publik data
judul Film yang tercatat; dan

sebagai syarat mengajukan permohonan
penyensoran Film yang diproduksi.

Istilah dan
Definisi

Pemberitahuan Pembuatan Film adalah tanda
pengesahan yang dikeluarkan oleh Menteri yang
diberikan kepada Pelaku Usaha di bidang
pembuatan Film yang telah memberitahukan
pembuatan Film dan Pelaku Usaha pembuatan
Film yang melakukan pengedaran Film dan ekspor
untuk Film produksi sendiri.

Tanda Lulus Sensor adalah surat yang diterbitkan
oleh Lembaga Sensor Film bagi setiap Film dan
Iklan Film yang akan diedarkan dan/atau
dipertunjukkan.

Ketentuan
Persyaratan

oo

memiliki Nomor Induk Berusaha;

memiliki akun pada Sistem Perizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik Online Single

Submission (OSS); dan

menyampaikan informasi mengenai pembuatan

Film yang memuat:

1) judul Film;

2) isi cerita/sinopsis dalam bahasa Indonesia

3) nama produser, sutradara, dan penulis;

4) jadwal dan lokasi pembuatan Film; dan

5) bukti kepemilikan judul Film apabila terjadi
kesamaan judul dan jalan cerita dengan
perusahaan lain.

Ketentuan
Verifikasi

verifikasi dilakukan oleh wunit organisasi yang
mempunyai tugas dan fungsi di bidang
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No.

PEMBERITAHUAN PEMBUATAN FILM

KBLI: 59112 Judul KBLI: Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program

Televisi oleh Swasta

pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan
kebudayaan;

verifikasi dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak Pelaku Usaha melakukan pendaftaran;
dalam hal hasil verifikasi menunjukkan Pelaku
Usaha telah memenuhi ketentuan persyaratan
sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka
diberikan Pemberitahuan Pembuatan Film;

dalam hal hasil verifikasi menunjukkan Pelaku
Usaha belum memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 maka dilakukan
pemberitahuan mengenai kekurangan persyaratan
kepada Pelaku Usaha dan batas waktu
penyampaian kembali kekurangan persyaratan
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan
disampaikan secara patut; dan

dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan
kekurangan persyaratan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf d maka judul
Film dan isi cerita/sinopsis dapat didaftarkan oleh
Pelaku Usaha lain.

Ketentuan dan
Kewajiban

menerapkan standar K3L;

melakukan aktivitas pembuatan Film paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan;
melakukan Pemberitahuan Pembuatan Film
(memiliki Pemberitahuan Pembuatan Film) untuk
setiap judul Film; dan

memiliki Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul
Film yang dipertunjukkan.
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B. REKOMENDASI IMPOR FILM

REKOMENDASI IMPOR FILM

No. | ¥KBLI: 59132 Judul KBLI: Aktivitas Distribusi Film, Video, dan Program
Televisi oleh Swasta
1. Tujuan Memastikan proporsionalitas masuknya Film asing,
video, dan program televisi asing oleh swasta untuk
memitigasi dominasi budaya asing dan infiltrasi nilai
yang bertentangan dengan nilai agama, etika, moral,
kesusilaan, dan budaya bangsa.
2. Istilah dan Rekomendasi Impor Film yang selanjutnya disingkat
Definisi RIF adalah rekomendasi Menteri kepada Pelaku Usaha
untuk dapat melakukan impor dan distribusi Film
asing, video, dan program televisi asing oleh swasta.
3. Ketentuan a. memiliki Nomor Induk Berusaha;
Persyaratan b. memiliki akun pada Sistem Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik Online Single
Submission (OSS); dan
c. menyampaikan Film yang diimpor yang memuat:
1) judul Film;
2) isi cerita/sinopsis; dan
3) nama eksportir.
4. Ketentuan a. verifikasi dilakukan oleh wunit organisasi yang
Verifikasi mempunyai tugas dan fungsi di bidang
pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan
kebudayaan;
b. verifikasi dilakukan paling lama 2 (dua) hari kerja
sejak Pelaku Usaha melakukan pendaftaran;
c. dalam hal hasil verifikasi menunjukkan Pelaku
Usaha telah memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 maka diberikan
Rekomendasi Impor Film;
d. dalam hal hasil verifikasi menunjukkan Pelaku
Usaha belum memenuhi persyaratan sebagaimana
dimaksud pada angka 3 maka dilakukan
pemberitahuan mengenai kekurangan persyaratan
kepada Pelaku Usaha dan batas waktu
penyampaian kembali kekurangan persyaratan
paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan
disampaikan secara patut; dan
e. dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan
kekurangan persyaratan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf d maka judul
Film, isi cerita/sinopsis dan nama eksportir dapat
didaftarkan oleh Pelaku Usaha lain.
5. Ketentuan dan | a. menerapkan standar K3L; dan

Kewajiban

b. memiliki Tanda Lulus Sensor untuk setiap judul
Film yang dipertunjukkan.
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No.

TANDA LULUS SENSOR
KBLI 59112 Judul KBLI 59112 : Aktivitas Produksi Film, Video, dan
Program Televisi oleh Swasta dan 59132 Judul KBLI : Aktivitas
Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta

Tujuan

Memberikan perlindungan kepada masyarakat
dan memitigasi potensi dampak negatif Film dan|
Iklan Film.

Istilah dan
Definisi

a.

Tanda Lulus Sensor adalah surat yang
diterbitkan oleh Lembaga Sensor Film bagi
setiap Film dan Iklan Film yang akan
diedarkan dan/atau dipertunjukkan.

Sensor Film adalah penelitian, penilaian, dan
penentuan kelayakan Film dan Iklan Film
untuk dipertunjukkan kepada khalayak
umum.

Film adalah karya seni budaya yang
merupakan pranata sosial dan medial
komunikasi massa yang dibuat berdasarkan
kaidah sinematografi dengan atau tanpal
suara dan dapat dipertunjukkan.

Iklan Film adalah bentuk publikasi dan
promosi Film.

Ketentuan
Persyaratan

o p

memiliki Nomor Induk Berusaha;

memiliki akun pada Sistem Perizinan
Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Online Single Submission (OSS);
menyampaikan materi dan sinopsis Film bagi
Film dan Iklan Film sesuai dengan judul dan
isi cerita yang tercantum dalam|
Pemberitahuan Pembuatan Film; dan
melampirkan bukti bayar biaya sensor sesuai
dengan ketentuan.

Ketentuan
Verifikasi

verifikasi dilakukan oleh lembaga yang
melakukan penyensoran Film dan Iklan Film;
verifikasi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari
kerja sejak Pelaku Usaha melakukan
pendaftaran;

dalam hal hasil verifikasi menunjukkan|
Pelaku Usaha telah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka
diberikan Tanda Lulus sensor;

dalam hal hasil verifikasi menunjukkan
Pelaku Usaha belum memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka
dilakukan pemberitahuan mengenai
kekurangan persyaratan kepada Pelakuy
Usaha dan Dbatas waktu penyampaian
kembali kekurangan persyaratan paling lamal
7 (tujuh) hari kalender sejak pemberitahuan
disampaikan secara patut; dan
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No.

KBLI 59112 Judul KBLI 59112 : Aktivitas Produksi Film, Video, dan
Program Televisi oleh Swasta dan 59132 Judul KBLI : Aktivitas
Distribusi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta

TANDA LULUS SENSOR

e. dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan
kekurangan persyaratan dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam huruf d makal
Pelaku Usaha tersebut harus mendaftar
ulang.

Ketentuan
Kewajiban

Pelaku Usaha di bidang pertunjukan Film dan
[klan Film wajib menampilkan telop bagi setiap
Film dan Iklan Film yang telah lulus sensor ketika
dipertunjukkan.

MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

FADLI ZON
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LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR PRODUK, PELAKSANAAN
PENGAWASAN, DAN PENGENAAN SANKSI
ADMINISTRATIF PADA PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SUBSEKTOR KEBUDAYAAN

FORMAT SURAT DALAM PROSES PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Format Surat Panggilan

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN

PEMBINAAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Laman: https://kemenbud.go.id
Pos-el: surat@kemenbud.go.id

Nomor
Klasifikasi
Lampiran
Perihal

: Rahasia

: Pemeriksaan

Kepada
Yth. Sdr. .............

1. Mempertimbangkan

2. Mengingat

SURAT PANGGILAN

: Laporan Hasil Pengawasan Nomor: ......... Tanggal: ......... terkait

adanya dugaan pelanggaran administratif dalam ........................ ;

: a. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

3. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, guna keperluan pemeriksaan, dimohon kehadiran Saudara

pada:
Hari/Tanggal
Pukul
Tempat

dengan menghadap Tim Pemeriksa, yaitu :

a. Nama
NIP: .............
Pangkat
Unit Kerja :

b. Dst.

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Tembusan Yth.

Menteri Kebudayaan,

(nama)
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\ *Coret yang tidak perlu

B. Format Berita Acara Pemeriksaan

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN
PEMBINAAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Laman: https://kemenbud.go.id
Pos-el: surat@kemenbud.go.id

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor: .............

Pada hariini ............. tanggal ............. tahun............. , Tim Pemeriksa yang terdiri dari:
1. Nama D

NIP D,

Pangkat T

Unit Kerja @ .............
2. Nama e

NIP D

Pangkat D

Unit Kerja @ .............
3. Dst. D
Berdasarkan wewenang yang ada pada Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor: ............. Tahun ............. tentang Tim
Pemeriksa, telah melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama TR
Tempat, Tanggal Lahir e
Pekerjaan U
Alamat .
Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ............. Angka ............. huruf
............. Peraturan .............
1. Pertanyaan :.............

Jawaban D
2. dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa
menandatangani berita acara pemeriksaan ini.

Yang diperiksa,

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, ditutup dan ditanda tangani di ............. , pada hari dan
tanggal tersebut di atas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tim Pemeriksa
1. Ketua

NIP. .............
2. Anggota
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\ *Coret yang tidak perlu

C. Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN

PEMBINAAN KEBUDAYAAN
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Laman: https://kemenbud.go.id
Pos-el: surat@kemenbud.go.id

Nomor i Jakarta, .............

Klasifikasi : Rahasia

Lampiran e

Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepada

Yth. Menteri Kebudayaan

di Jakarta

Berdasarkan wewenang yang ada pada Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor: .......... Tahun ....... tentang Tim Pemeriksa, kami Tim
Pemeriksa yang terdiri dari:

) Selaku .............

20 e Selaku .............

30 Selaku .............

4. dst.

telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya ...... (dugaan yang terjadi/dugaan pelanggaran yang dilakukan*) oleh .............. s

yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN
............. (Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha Perfilman) .............

II. DATA HASIL PEMERIIKSAAN
............. (Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait) .............

III. DATA LAINNYA
............. (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha

Perfilman) .............
IV. ANALISA
Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan analisa sebagai berikut:
| ;
2. ; dan
3. dst.

(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).
V. KESIMPULAN

Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. ;

3. dst.

(Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).
VI. SARAN

Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar:

3. dst.
(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

Demikian laporan kami, untuk perkenan Bapak Menteri.

Tim Pemeriksa

1. Ketua
Cooereeeeens )
NIP. .............
2. Anggota
G )
NIP. .............
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*Coret yang tidak perlu

D.

Permohonan Upaya Administratif

(KOP SURAT)

Nomor T Jakarta, ..............
Lampiran

Perihal :  Permohonan Upaya Administratif

Kepada
Yth. Menteri Kebudayaan
di Jakarta

Bahwa atas Keputusan ... Nomor ... Tahun ... tentang Penjatuhan Sanksi Administratif berupa
................................. , dengan ini saya mengajukan upaya administratif dengan dasar

bahwa
| ;
2 ; dan
3. dst.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan alas perkenannya diucapkan terima kasih.

Pemohon,
(o )
Tembusan Yth.
1.
2. dst.

*) Coret yang tidak perlu.
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E. Berita Acara Upaya Administratif

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN
PEMBINAAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Laman: https://kemenbud.go.id
Pos-el: surat@kemenbud.go.id

RAHASIA
BERITA ACARA UPAYA ADMINISTRATIF
Nomor: ..............

Pada hariini .............. tanggal .............. tahun .............. , Komisi Banding yang terdiri dari:
1. Nama e

NIP e

Pangkat e

Unit Kerja e
2. Nama e

NIP e

Pangkat e

Unit Kerja e
3. dst.
Berdasarkan wewenang yang ada pada Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor: .............. Tahun .............. tentang Komisi
Banding, telah melakukan pemeriksaan terhadap:
Nama D
Tempat, Tanggal Lahir  :..............
Pekerjaan e
Alamat R
Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .............. Angka .............. huruf
.............. Peraturan ..............
1. Pertanyaan :..............

Jawaban e
2. dst.

Setelah kepada yang diperiksa membaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan maka yang diperiksa menandatangani
berita acara pemeriksaan ini.

Yang diperiksa,

Demikian berita acara pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, ditutup dan ditanda tangani di ................. , pada hari dan
tanggal tersebut di atas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Banding,
1. Ketua
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*Coret yang tidak perlu

F. Laporan Pelaksanaan Pemeriksaan Upaya Administratif

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN, DAN
PEMBINAAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Laman: https://kemenbud.go.id
Pos-el: surat@kemenbud.go.id

Nomor e Jakarta ..............
Klasifikasi  : Rahasia

Lampiran e

Perihal : Laporan Hasil Upaya Administratif

Kepada

Yth. Menteri Kebudayaan

di Jakarta

Berdasarkan wewenang yang ada pada Keputusan Menteri Kebudayaan Nomor: .............. Tahun ..............
tentang Komisi Banding, kami Komisi Banding yang terdiri dari:

Lo Selaku .............

20 i Selaku .............

30 Selaku .............

4. dst.

telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya ...... (dugaan yang terjadi/dugaan pelanggaran yang
dilakukan*) oleh .............. , yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

I. PERMASALAHAN
............. (Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha Perfilman) .............
II. DATA HASIL PEMERIIKSAAN
............. (Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait) .............
III. DATA LAINNYA
............. (Berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran
yang dilakukan Pelaku Usaha Perfilman) .............
IV. ANALISA
Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan
analisa sebagai berikut:
| R

(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).
V. KESIMPULAN
| ;

(Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).
VI. SARAN
Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar:

(Berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat).

Demikian laporan kami, untuk perkenan Bapak Menteri.

Komisi Banding
1. Ketua
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NIP ..ot
2. Anggota
(veveeeienens )
NIP ....c.eene
3. dst.
MENTERI KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
FADLI ZON
*Coret yang tidak perlu
MENTERI KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

FADLI ZON



https://emedia.dpr.go.id/ebook/dr-h-fadli-zon-s-s-m-sc/
https://emedia.dpr.go.id/ebook/dr-h-fadli-zon-s-s-m-sc/

		2026-01-21T11:24:48+0700


		2026-01-22T07:20:34+0700


		2026-01-22T07:20:48+0700


		2026-01-22T08:09:44+0700




